ABSTRAK

Sejak jatuhnya Megara Orde Baru dari tampuk  kekuasaan, pengnfangan
masvarakat Mentawal khususnya Sihakkat Porak (tuan tanah) terhadap keberadaan TS
meningkat hingga mewarnai perpolitikan lokz]l. Dalam rentang waktu 1999-2002 (3
tahun), pengambilan keputusan vang menyangkut strategi, perencanain, dan kegiatan
pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawat berada dalam kewenangan Gubernur
Sumalera Barat, akibat polemik politiv yang berkepanjangan. Selama tiga tahun i,
lghir kebijakan yang berorientasi penchangan skala besar di Sibernat Masyarakat
menolak secara keras kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga secara mengejutkan
diwujudkan dengan pembakaran basecamyr HPH Koperasi Andalas Madam (KAM),
pada tanggal 21 Mei 2001, oleh masyarakat dan berbagai desa (Padang Ekspres. 23 Mei
2000y, Bersama Pemda konflik tersebut selesal. Namun sejak keberadaan perusahzan
fogging, TMS telah mengalami banyak persoalan. Dart hasil laporan akhir Badan
Pertanahar Masional Sumatera Barat tahoun 2002, dinyatakan bahwa sekitar 168,710 ha
atau 81.92 % dari luas TNS 190 500 ha dalam status kewasan vang masih di koasei oleh
masyarakat adat (8PN Swembar, 2002 40-44). Maka  tujuan  penelitian  ini
mengeembarkan kategerl aktor dan pertarungan aktor di bahk konflik kepentingan
nepara dan masvarakat sihakfar porak atas hutan dalam areal THNS.

Teori wang digunakan dalam penelitizn int adalah Teori Formasi Negara yangz
mengzcuy pada  kecenderungan negara dalam menjalankan  fungsi-fungsinya serta
perlugsan jangkauannya terhadap masyarakat sipll sehingga menimbulkan konflik.
Pendekztan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, nforman dipilih  secara
prrposive, yaitu masyarakat, pimpinan Balai TNS, Pemerintah Daerah dan elit politik
lokal di DPRD. Sementara itwe, teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan dalam
penelitian ini yvaitu dokumentas], observasi dan wawancara mendalam

Drari hasil penelitiar inl, kategorn dan kualisis aktor dan kepentingan terdiri dari tiga
kelompok yaitu pertama, kelompek altor pro eksploitast komersial terdiri dari
pemerintzh daerah vang beralianst dengan perusabaan foggonr dan Agen MNegosias)
Eonflik dan Jual-Beli Lahan (Ankobelz). Mereka muncul ketika negara membuat
penetapan hutan produksi sebagei areal HPH, Kelompok kedwa, kelompok Aktor pro
konservasi alam yang terdiri darl Agen negara di Balal TNS yang mengelolah kawasan
konservasi dalam areal TNS, LSM Intermasional yang dulunya telah mendapatkan
pengakuan negara dalam mengelolgh Pulae Siberut atas nama cagar osfer dan LEM
lokal vang peduli lingkungan Mereka telah lama hadir sejak ditetapkannya cagar
bisafer Siberut dan diakuinya secara internasional.
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1. Permasalahan

Setelah Orde Raru runtuh darl kekuasaannya tabun 1998, Indonesia mengalami
instzbilitas politik, dengan jawhnya Gusder yang dipilih melalui pemile yang relatif
demokratis dan diganti lagi oleh Megawati. Di Kepulavan Mentawai juga tidak
ketinggalan mengikuti instabilitas politik nasional, sejak Mentawar menjadi kabupaten
varg bara tahun 1999, kemelut pelitik tidak pernah usai Dari perebutan kursi DPRID,
nerundaan pelantikan anggota DPRD eleh Gubernur, perebutan penjabat Bupati sampai
penundaan  pelantikan Bupati Defenitif sehingga dari tahun 1999-2002, teradi
kekosengan politik di Mentawai. Akibatnya selama 3 tahurn i, pengambilan keputusan
dan kebijakan vang menyanghkot strategl, perencanaen, dan kegialan pembangunan
Kabupaten Kepulauan Mentawai selama itw berada dalam kewenangan Gubernur
Sumatera Barat, termasuk hadirnya kebijakan baru berorientasi eksploitasi sumber daya
alam skala besar di Siberut seperti [PK (Izin Pemanfaatan Kavu), Perkebunan Kelapa
Sawit den HPH (Hak Pengusaha Hutan) (C8F (2000 - 14).

Kuatnva masvarakat menclak HPH pada akhirnva secara mengejutkan pada
tanizial 21 Mei 2001, terjadi pembakaran fesecamp HPH Koperasi Andalas Madani
(KAM) oleh masvarakat yang berasal dari berbagai desa (Padong Lfspres, 23 Mei
2004, Biarpun demikian dengan kerja sama Pemerimtah Daerah yang baik, perusahasn
membangun kembali hase camp di Desa Subelen Kecamatan Siberut Utara. Sejak
itulah HPT sedikit memperhatikan aspirasi masyarakat dalam suztu konsensus yang
tertulis dan perusabaan logging efektif melakukan pengolahan kayu di hutan yang di
klaim milik adat oleh masvarakat

Namun, sejak keberadaan perusabaan logging, TNS telah mengalami banyak
perspalan. Dari hasil laporan akhir Badan Pertanahan Nasional Sumatcra Barat tabun
2002, dinyatakan bahwa sckitar 168 710 ha atau 81 %2 % dari luas TNS 190,500 ha
dalam status kawasan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat (BPN Swmbar, 2002
~40-44). Dan di Bojakan vang mencakup 90 % kawasan TNS dalam wilayah Sibakkear
Porak {tuan tanah) di Bojakan sudah tedadi pemanfaztan yang mengganggu
penzelolaan dan pengendalian TNS, dan desa imi sangat rawan dengan ganzguan
penzelolasn dan pengendalian TRS.

Make penelitian ini melihat konflik kepentingan vang sebenarnya terjadi di balik
konflik kepentingzan negara dan masyarakat pemilik hutan secera adat (Sthakker Poroak-
tuan tanak)

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan permasalahan vang menjadi alasan pentingnya penelitian ini
dilakukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
|.  Mengoambarkan kategori aktor dan koalisi kepentingan vang bermain di balik
konflik  kepentingan negara dan masyarakat sibabkar porak atas hutan dalam
areal TNS



3. Tinjauan Pustaka

3.1. Formasi Negara dan Masyarakat

Dalam perspektif politik hubungan negara dan masyarakat dapat dilihat dan
empat faham yaitu (1) [abam liberalis, (2) faham demokras: Liberal, {3) faham Marsis
dan {4) faham sosiolog Politik, Umumnya penorunan mazhab itw, negara dilibat dar
perilaku spesifiknya. Perilzku spesifik negara yang dominan dalam masyarakat yvang
tidak dapal dilakukan oleh organisasi lain' adalah monopoli kontrol atas penggunaan
kekerasan, kewilayvahaan, kekuasaan, perundangzan, kewibawaan, birokrasi publik,
legitimasi rakvat, kewarganegaraan dan perpajakan,

Sementara Chandok dalam teorinya menzounakan teon besar dan luas tentana
nesara dan masyarakat sipil dan Palte, Anstoteles dan seterusnya vang pada akhirnyva
herusaha merangkum semug ite dengen membentuk teon tentang negara dalam formas
snsial. Chandhoke melihat newara dalam  formasi sosiz] pada 4 kecenderungan
kekuasaan negar® vaitu (1) Nepara dapat menveleksi, mengkategorikan, mengkristalisasi
dan menyusun kekuasaan dalam kode dan lembaga formal yang cenderung meleka
pada kepentingan kekuasaan negara it sendin; {2) Negara cenderung membatasi dan
menjalankan atau menunda serta mengendalikan svate kebijakan atas nama
kepentingan kolektif; (3) Negara cenderung memaonopol alat-alat koersi dengan cara
vang tidak dapat dilakukan oleh eorganisasi lain dalam masyvarakat, di mana hukum
berleku dalam jaminan tentarg bersenjata ; dan {4) negara melalui sutau prakiek politk
vang spesifik memberi kepastian dan kadang memberikan blok kekauasaan vang tidak
stabil dalam masyarakat, tertib sosial dibangun melalui negarz dan eksis di delam
parameter vang ditetapkan oleh negara sendin.

Kecenderunszan negara e mewarnai bahan analisis dalam melihat hubungan
negara dan masyarakat dalam konflik polink agrana, termasuk dalam pengelolzan
sumber dava hutan, Akibatnya, pada umumnya teort vang digunakan adalah Teor
Marxis, Teori Kebijakan Publik dan Teon Pluralisme Hukum. Umumnya pengeunzan
teori itu kadang-kadang bersamaan dan tidak konsisten menyebabkan teor it odak
dibungkus dengan teori yang jelas. Misalnva Sosialismanto (2001) dan Hans Antlov
(2002). Sosiglismanto ketika menyadari adanya perkembangan kontrol masyarskat
terhadap negara 1a menggunakan Teen Pluralis ketika menganalisis hubungan saling
kontrel dari Negara dan Desa Namun ketika menyvadart adanya kecenderungan negara
dalam membentuk hegemoninyva dalam masyarakat, Sosialismanto dan Antlov akhirnva
menggunakan teori Marxis untuk menganalisis hubungan MNegara dan Desa yang
bersekongkob vang meletakan aparat desa sebagei kaum borjuis untk membeniuk
hegemoni negara.

Sermua teori dan pendekatan veng digunakan untuk menganalisis dominas
necara dalam masvarakat pada kattannye konflik agrana, tampak memiliki kelemahan
dalam menganalisis pengarub (Rekuasaany negara yang semakin kuat dalam masyarakat
akibat dari nesara modern yang penetratif”’ dan kadane menimbulkan konflik atas
kehadirannye. Hal ity mangajak banyas orang untuk mencarl suatu teori yang dapat
meranzkum semua aspek polidik baik dari Teori Marxis, Teari Kebijakan Publik dan
Teort Pluralisme Hukum vang wmummya di pakar oleh penchitt yang menganalisis
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nepars dan masyarakat dalam kaitanmya politic agraria, Salah satunya adalab
dirumuskan oleh Afrizal, ia merangkum semua aspek yang membentuk suatu teori yang
disebut Teori Formasi Negara, yang mengace kepada perkembangan negara dalam
menjalankan fungsi-fungsinya serta perluasan jangkauannya terhadap masyarakat sipil®
Hal-hal yang dulu di luar jangkauan negara telah di intervensi negara, hal-hal yang dulu
tidak diatur negara telah diatur negara.

Dalam Teori Formasi MNegara ini ada beberape mekanisme dan alasan
kecenderungan negara makin masuk ke wilayah masyarakat adalah periama, aparatur
atay agen negara merangkul dan mengontrol masyarakat sipil untuk tujuan-tujuarn
politis. Negara melalui agennya di selurub jaringan kekupsaannyva vang telah direkrt
dalam beberapa oroanisasi yang difkat oleh negara, mengendalikan dan mengawasi
masyarakatl agar kekuasaanya tetap |§I.J'Ig_hE'_,+3]'IEF., seperti yang terjadi di Indonesia saat
Orde baru berkuasa® Kedwa, nesara mengintervensi kehidupan masyarakat untuk
kepentingan ckonomi paratur negara itu sendiri dan mensukseskan program-progran
pembangunan untuk meraih sumber pendapatan baginva’,

Selanjutnya Formasi Negara mengseu kepada aktifitas-aktifitas negara yang
herakibat terhadap formalisasi dan sistematisasi tindakan sesial dan dengan demikian
mempertegas pembagian kerja antara negara dan masyarakal Salah satunya dengan
penciptaan peraturan bar: untuk mempericgas batasan apa yang diperbolehkan oleb
nepara dan apa yang tidak, Kemudian Giddens” mengungkapkan bahwa negara dalam
masyarakat modern adalah aktor pendelinisi urama realitas sosial.  Penggunaan
kekugsaan oleh negara adalzh sah menurut negara, sedangkan pengounaan kekerasan
oleh masyarakat dianggap melawan bukum oleh negara. Dominasi negara sehagal
pendefinisi realitas sosial meletakan negars dengan mudsh merubah kebijakan sesui
dengan fujuan politik negars secara institusi maupun individu pejabat, sementara situass
politik dalam masyarakat yang mewarnal realitas sosial akan selalu berubab-ubah
sehingga banyak melahitkan inkonsistensi kebijakan negara dalam politik agraria
termasuk kehutanan.

3,2 Formasi Negara Dalam Masyarakat Menimbulkan Konflik Pada Politik
Kehutanan di Indonesia

Dalam perspektif politik Indonesia, hubungan negara dan masyarakat dapat
dgilihat pada kekuasaan negara alas sumber daya agraria termasuk butan, berdasarkan
safeiran dari UUD 1945 pasal 33 (3) yang menggaskan babwa bumi, air, udara dam
kekavaan alam termaguk ruang angkasa yang terdapat di dalamnya, dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakvat, Kemudian dirincikan ke
dalam UUPA 1940 paszl 2 (2), memperlibatken bahws politik agraria Indencsia yang
dipenzaruhi oleh ekonomi politik sosialis saat pembentukannya, mengekibatkan negara
mi.:rn[:-un}'gi kewajiban besar untuk menscjahlerakan kehidupan ekonomi seluruh rakyat
Indonesia
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Dalam penjelasan UUPA 1960, dikatakan bahwa hak menguesai dart negara
merupakan semacam hubungan bak ulayat vang diangkal pada tingkatan yang paling
atgs, yaitiy pada tingkatan vang mengenai selurub wilayab negara dan pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada pemerintah daerah dan masyarakat adal. Dengan demikian
nezara mempunyval wewenang sebagai berikut™ vaiw

1. Mengare dan menyelenggarakan permntokkin, penggunsn, parsedisan dan pamelithiman baimi,
air dan niang angkasa ferscha,

senenmukan dan mengatur nbungan hukwm antrz manwsia dan bumi, air dan nizng anekisa
Menentukan dan mengator hubungan hukum antare minugi dan perbuatan-peromilan TS ATR
mengeai bumi, 2ir dun g angkasa

-

-
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Ddari uraian diatas maka jelaslah, bahwa paradigma kekuasaan negara terhadap
sumber daya alam masih dengan penguasaan siafe properiy. Kekuasaan negara itu tidak
terbatas pada kepentingan negara dan kepentingan publik, Dengan demikian kekuaspan
nepara terhadap sumber dava alam masih mutlak. Hal im penting karena tanah atau
hutan adalab menvanskut kepentingan publi¥ dan sangat mempunyai pengaruh luas
dalam masvarakat Indonesia bahkan dunia Imternasional Tujuan pengussaan negara
adalah atas nama terwujudnya kesejahterzan scluruh masyarakat Indonesia dan

wenyelamatkan sumber daya hutan agar hutan tetap lestari dan tidak terjadinya bencana
alam yang dapat mengancam kehidupan tidak saja masyarakat lokal tapi seluruh
masyarakat di sekitarnya

Tadi hak ulayat secara adat telah diangkar ke tinghkat negara karena hutan
menvangkut kepentingan publik sehingoa negara masuk dalam masyarakat atas nama
kepentingan kolektif yang luas Sementara masyarakat yang secara adal memiliki hutan,
lelah berinteraksi densan hukum adat vang berlaku turun temurun dan menentukan
sikap, tindakan dan keputusan mereka terhadap penguasaan, pengelolaan dan
pengendalian sumber daya hutan. Dengan demikian telah terjadi benturan nilal ideclogi
dan landasan penguasaan serta kepentingan dimanz negara dengan hukum formalnys
dan masyvarakat dengan hukum adatnya serta negara dengan kepentingan nasional dan
masvarakat densan kepentingan lokalnva. Dalam benturan ideclogl dan landasan
penguasaan serta kepentingan it maka telah menimbulkan banyak konllik antara
negara dan masyarakat atau negara yang beralians: dengan penzusaha dan masyarakal

Dalam Teori Formasi Negara konflik'' disebabkan oleh beberapa hal yang
merupakan konsekuensi [ormasi negara  dalam  masyarakat.  Pertama,  karena
konsekuenst dari peraturan yang dibuat untuk membela kepentingannya, dengan
memaksa untuk diberlzkukan dalam masvarakat hingga menyingkirkan bukum adal
yanz sudah lama berlaku dalam masyarakat. Ketika pelaksanzan peraturan i
merugikan masyarakal mengakibatkan adanya penentangan dari masyarakat Kedua,
negara dalam mengimplementasikan kebijzkan-kebijakannya, program dan peranannya
cenderung tidak mempertimbangkan ideologi, sirukiur sosial dan norma-norma yang
berlaku serta untutan kepentingan dalam masyarakat, Aparal atau agen negara sering
mengambil paksa tanah dari tangan mesyarakst atas kepentingan negara. Dan ketiga,
dominasi negara sebagai aklor pendefisi utama realitas sosial seperti pendapal Giddens,
dapat berkembang pada kecenderungan negara untuk memberlakukan kebijakan barn
atau merubah kebijakan lama di mana definisi realitas sosial akan di wujudkan sesuai

" Geetingo {1983), hal. 50
' Ot DT Alrizal (2003),



dengan kepentingan politik negara inn sendini, sehingga sering terjadinya inkonsistensi
kebijakan negara. Inkonsisten kebijakan negara menciptakan kelompek lain sebagai
pihak ketiga yang mengambil peran dalam menambah rumitnya konllik,

Negara dalam konteks penelitian ini adalab Negara dalam benluknya baik
institusi maupun individu dari pembuat kebijakan di level atas sampai pelaksananya d:
tingkat jaringan kekuasaan level bawah Penelitian imi mengacu pada kecenderungan
nesara dalam memperluas kekuasaanys dalam masyaraket dengan pemberlakukan
peraturan secarz pakse untuk tujuan politix dan ekonomi negara dan sgen negara baik
secara instilusi mavpun individu, kemudian negara it sendiri mengubahnya kepada
kebijakan yang berlawanan dengan kebijekan lama sehingga tampak inkonsistensi
kehijakan negara Dalam setiap kebijakan, negara selalu merekrut orang untuk menjadi
apen negara dalam suksesnya tujuan kebijakannya, sehingga ketika kebijakan baru ada
atau terjadi perubahan kebijakan berlawanan, maka agen negara itu sendin sering saling
bertentangan dalam melaksanakan kebijakan negara. Dengan gambaran di atas maka
Teori Formasi Negara cocok untuk menjelaskan konflik kepentingan negarz dan
masyarakat stbakbal porak atas butan dalam areal Taman Nasional Siberut.

4. Metode Penelitian

Pendekalan penelitian ini adalzah pendekatan kualitatif deskripsi. Pendekatan ini
dipilih karena lebih mampu menemukan fakia dan gejala sosial politik orang-orang
vang diamati seperti perilaky, motif-metil tindakan dan sikap individu ataupun
kelompok terhadap realitas sosial politik yvang berlangsung dalam percarungan aktor dan
interaksi kepentingar

Sebagaimanz menurut Bogdan dan Taylor, penelitian koalitanf menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan orang-orang dan prilaku yang
diamati’® Dengan pendekalan ini, peranan penulis dalam penelitian sangat dominan dan
menentukan, Karena ciri-ciri penelitian kualitatif, masih menurat Begdan dan Taylor,
menempatkan peneliti baik secara sendifi ataw pun dengan bantuan orang lain sebagai
alat penzumpul datz yang paling wiama, atau sebagai instrumen penelitian ity sendird.
Ini terjadi karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyaiaan
di lapangan, Penelitian ini telah mengalami perkembangan dalam proses penelitian, di
mena penelitian kualitatil memiliki desain penelitian sementara yang berkembang di
lapangan dan menganalisis deta dengan cara induksi,

Lokasi penelitian adalah di Dusun Bojakan yang terletak o pingoiran  Areal
Taman Nasional Siberul, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Kepulavan Mentawal.
Dhesun ini dipilih secara preposive dengan pertimbangan bahwa masyarakat adat dusun
ini menurul penzliti, yang paling potensial memunculkan kontlik antara negara dlary
masyarakat Sibakkar Porak terhadap Taman Nasional Siberut tersebut.

Informan penelitian ind telah diterapkan secara prrpesive adalah kelompok, yaiu
masvarakal {3 Informan (1) sifebukat fogeai (sibakkat porak terhibat  dalam
pemerintahan desa), (2} sibaker porak dalam areal HPFH 7 TNS dan (3} sibafkat povak
dalam areal TNS), pimpinan Balai TNS (2 inlorman ; Siberut Selatan dan Ultara),
Pemerintzh Daerah (1 Informan) dan elic politik lokal di DPRD (2 Informan @ pro
eksploitasi komersial dan konservasi alam). Identitas mforman dalam penelitian ini
dirahasiakan untuk adanya keterbukaan informan dalam proses penelitian

' soleong (2000), Metodalopt Peneiiian Koalitarf, FT Remaji Fosdakarya Oifser, Bandung, Tl 3.




Sementara itw, teknik pengumpulan data vang telah diperpunakan  dalam
penclitian  ini secara  berlurut-turut. Pertama  dokumentasi,  dipergunakan untuk
memperoleh informasi mengenat kebijakan Taman Nasional Siberut, HPH dan IPK
serta eksistensi masvarakat sibakke porak, Data dari dokumentasi ini didapatkan dar:
buku-buku yang relevan, arsip surat, hasil penelitian yang relefan dan laporan. Kedua
observasi, digunakan untuk mengamati bagaimana masyarakat adat atau Srbabien Prarek
di Bojakan ite menyikapi keberadaan perusahaan HPTT dan 1PK serta Taman Nasional
Siberut tersehut, sekaligus menghubungkannye dengan hasil dokumentasi sebelumnya
Dan terakhir wawancara mendalam, disungkan untuk mencari informas vang
mendalam sekaligus melakukan uji silang terhadap data vang diperoleh  melalui
pedoman waawancara kemudian menyatukannya secara logis dengan data-data yang
didapat dari hasil ohservasi dan dokumentasi,

Dalam mencapai twjuan penelitian, penulis telah menggunakan tekmk analisis
ennik dan end ini sesuai dengan kebutuhan penulis. Kadang temuan data di analisis
secara etik denpan menghubungkan semua data dari basil dekumentasi, observasi dan
wawancara dalam interpretasi logis penulis kemuodian dibubunghkan pada teori yang
digunakan. Dan kadang penulis menggambarkan hasil temuan data dengan analisis ennk
dengan menguraikan informasi apa adanya di lapangan dalam kerangka menjawah
permasalahan dan mencapai tujuan penelitian.



BARITI
TEMUAN DAN ANALISA DATA

l. Kategori Aktor Dan Koalisi Kepentingan Yang Bermain Di Balik Konflik
Kepentingan Negara Dan Masyarakat Sibeklor Porak Atas Hutan Dalam
Areal TNS

Aktor-akior vang bermain dalam konflik kepentingan negara dan masyarzkat
sibakkon porak atas hutan dalam areal Taman Nasional Siberut, dapat dilibat dalam 3
kelompok kategon kepentingan yaitu pihak yang pro perusahaan logging, pihak yang
pro konservasi/lingkungan dan masyvarakat pro tanzh ada.

Aktor vang dominan dalam tiga kelompok kategort dart hasil wdentibkasi, pihak
yang pro perusahaan lopging justru agen negara (dinas kehutanan kabupaten dan
Propinsi) dan elit polick di daerah {sebernur dan bupati} yang beraliansi dengan
pengusaha kayu. Sedangkan pihak yang konsen konservasi dan lingkungan edalah agen
necara dalam Balal Taman MNasional Siberut didukung sebagian elit pelittk di DPRD
dan LSM lokal yang bermitra atae herkoalisi dengan LSM internasional yang pro
konservasi. Sementara masvarakat sibabkor porak (fuan tenah) dalam menentukan sikap
mereka tethadap konflik kepentingan ini tidak lepas dari pada pengamah dominan dari
agen negara vang secara politik menguasal mereka dan relatif memberikan manfaat
kesejahteraan vang lebih dominan, Hubungan nteraks dan pertarungan kepentingan
aktor secare paris besar dapat dilihat di bawsah ini

Hubungan Konflik Kepentingan Negara Dalam Formasi Inkonsisten dengan
Masvarakatl Sifalkkat Porak :

Balal Taman Masionz]l Siberut |

/ |

o o S )
"‘\‘! Masyarakal Seferkbal Porok

[_:li.;g;a |
= /

‘ Pengusaha HPHLIPK dan Pemda Mentawai

Keterangan :

Hubungan negara dengan agen necara vang melaksanakan kebijakan dalam
tormasi kebijakan negara dan landasan kepentingan masing-masing vang
dibentuk oleh formasi negarg sebagal pendefinisi realitas sosial sesual dengan
kepentingan politik  negara  yang  selalu  berubah-berubah.  inkosistens:
kebyakan negara

Hubungan Agen negara yang beraliansi denpen pengusaha  vang  ikut
mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung
dalam menentang kebijakan necara ates kebaradaan TS,

Hubungan Agen pegara dengan agen negara di bidang vang szling
bertentangan dalam formasi kebijakan dan landasan kepentingan dan agen
necara dengan masvarakat vang saling berbenturzn,



1.1. Kelompok Aktor Pro Eksploitasi Komersial

Munculnya kelompok aktor dalam kepentingan ini ditandai dengan adanya
kebijakan implementasi konsesi HPT KAM dan adanya hambatan keluarnya izin
pengelolasan HPH PT 885 dan terbitnya TPK oleh Pemerintzh Pusat dan Femerimiah
Daerah Kebijakan pemerintah untuk kembali adanya pencbangan komersial skala besar
di Siberut tahun 1999, telah meciptakan kelempok kepentingan barw yang sangat
bertentangan dengan kelompok kepentingan vang telah lama terbentuk yakm kelompok
yang pro konservast alam dan kelestarian lingkungan. Puncak eksisnya kelompok ind
pada saat penyelesaian kasus penentangan masyarakat terhadap keberadzan HI'H EAM
dan terjadinya pembakaran dase camp KAM di Subeleng oleh masyarakat pada sisi lain
terjadinya pro dan kontra terhadap keberadaan HIPH PT.555, di mana aktor-akior pro
eksploitasi ini terus meningkatkan peranannya  dalam  mendapatkan  dukungan
masyarakat.

Penvelesaian konflik Perusahazn HPH dan masyarakat ini, memaksz Pemda
Mentawai kit menjadi mediator amara peruszhaan HPH dan masyarakat sibakkar
porak. Pemda mengajak semua pihak bertemu dalam forum yang telah disepakati
Dalam forum ity tidak ketinggalan ikut tokoh berpengaruh baik dalam masyarakat
maupun dalam jaringan kekuaszan di daerah yang menjadi tangan kanan perusahaan,
dimana sehelumnya telah ada kontrak kerja antara perusahzan dan orang-orang ini
Orang-orang ini cenderung disebut oleh CIT adalah kelompok “individu yang bertindak
sehapad broker jual-beli lahan secara malty level muarkeiing antara pihak swastz dengan
masvarakal asli'"’ Memang mereka adalah orang-orang yang dipekerjakan perusahaan
urtuk lancarnva operasional perusahaan di lapangan dengan hubungan bisnis secard
mrielti marketing. Mamun perulis menyebut mercka sebagai Agen Megosiater Konflik
dan Jual- Beli Lahan {Ankobelz) vailu agen aktor yang bertindak mendapatkan
sebanyak-banvaknya masyarakat sibakkat porak yang menyerabkan lahannya kepada
perusahaan melalui mercka dengan harge kompensasi dari hasil tawar-menawar mereka
dengan masyarakat Bila penyerahan laban masyarakat dan penebangan kayu telah
menghasilkan jumlab kubikasi lertentu sesual dengen kontrak dengan perusahaan,
maka agen sktor im akan mendapatkan keuntungan dengan persentase tertentu sesua
kontrak kerja. Keuntungan bagi kelompok ini akan semakin besar bila mereka berhasi|
menekan harga jual-beli lahan dengzan masvarakat. Di samping iu, posisi yang penting
dari kelempok ini dalam kontrak mereka dengan perusahaan adalah kewajiban mercka
menyelesaikan konflik perusahzan dan masyarakat, Dalam peranan mereka itu, mercka
mendapatkan gaji perbualan sesuai dengan kemampuan dan barganrig politik mereka
dalam masyarakal, Semakin tinggi bargaimng politik mereka maka semakin besar
peranan mereka terhadap penyelesaian kenflik antara perusabasn dan masyarakat
sehingoa semakin tingpi gaji mereka dzlam setiap bulannya,

Agen aktor ini biasanyz mengenyam pendidikan SLTA (eks mahasiswa) sampai
dengan 1 Mercka biasanya bertempat tingizal di Padang. Landasan mereka terlibat dan
memiliki Sareoining politik baik di tengah masyarakat maupun perusabaan fogging
biasanya karena status putera asli Mentawai, memiliki kaum suku dalam masyarakar
sibakkat porak, puters ash Siberut, memiliki kekuatan fisik (orang yang ditakuti karena
fisikmva kuat) dan memiliki jaringan politik di Pemerintah Pusatl atau Daerah. Dengan
peranan mereka seperti ity telzh mewarnai berbagai konilik antara kelompok agen aktor
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vang pra eksploitasi komersial dan pro konservasi alam yang bertarung mendapatkan
dukungan masyarakat.

Dalam pertarungan kepentingan antara perusahaan FIPH dan masyarakat
sibedkar porak i, awalnya Pemda memang menjadi mediator penvelesaian konflik,
namun setelah Bupati defenitif terpilih, Pemda telah menerbitkan 17 [PE di selureh
Mentawai termasuk Siberut Kebijakan tersebut juga menimbulkan konflik vang sama,
perhedaannya Pemda tidak lagi sebagai mediator terhadap konilik akan tetapi ikut
mempertahankan kebijakannya agar sukses mencapal seperti yang telah disepakati
dengan perusahaan TP dan ikut mempengaruhi masyarakat dengan menggunakan
instrumen jaringan kekuasaannya,

Alasan wtama bagi Pemda Mentawai mendukung TPH dan mengeluarkan
banyak IPK untuk menambab Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan sumber
daya hutan vang ada dengan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat uniuk
pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masvarakat. Konflik kepentingan antara
Pemda dan Taman Nasional yaitu adanya pemabaman bahwa TS tidak memberikan
kantribusl terhadap masvarakar, Sementara Pemda berarientasi pada pengelalaan hutan
untuk peningkatan PAD, pemanfaatan kawasan dan pembangunan dengan berfikar untuk
daerahnya saja. Dalam pandangan it meletakkan Pemda umuk membuat kebijakan
penebangan komersial dalam penerbitan [PK dan rekomenadasi dukungan kepada
pemberian konsesi HPH. Dalam posisi tersebut, Pemda telab berhadapan dengan pihak
vang pro konservasi alam yang menggunakan payung TNS, maka dart ito, konflik
tersebut dipandang oleh Pemda bukan konflik antara Pemda dan LSM pro konservasi
akan tetapi konflik antara Pemda dan TNS.

1.2, Kelompok Aktor Pro Konservast Alam

Munculnya kelompok ini puncaknya setelah penetapan Pulau Siberut sebagat
Cagar Biosfer pada tahun 1981, Sejak Cagar Biosfer di akui secara imemasional melalui
dekalarasi vang dilakukan oleh PEB-Unesco, kelompok ini telah berjuang untuk
berhentinya penebangan komersial skalz besar di Pulaw Siberut. Alasan kepentingan
kelompok ini adalah karena hutan tropis Pulau Siberut merupakan hutan trapis primer
vang masih tersisa 314,418 hektar dan paling luas di Sumatera yang dapal membantu
global warsing, memiliki nilai endemik tinggl untuk kepemingan ilmu pengetahuan,
parawisata dan rekreasi. Dan yang paling penting lagi bagi berhentinya penebangan
komersial skala besar adalah kendisi fisik Pulau Siberut® dengan iklim khatulistiwa
vang panzs dan lembalb dengan curah hujan yang tingzi, tanpa ada musim kemarau yang
berkepanjangan. Curah hujan di pedalaman sebelah barat pulau yang masth berhutan
lebat lebih tingei dibanding kan dengan daratan sepanjang pantai timur, sehingga hujan
berukuran 70 mm dalam wakiu 24 jam aken menyebabkan banjir yang mcluas
sepanjang pantai timur. Kemudian Pulau Sibennt yang terbentuk dari sendimen yang
menonjal ke permukaan Taul vang dideminasi oleh serpihan, endapan lumpur dan bahan
marmer berumuer mudah, Schingea tanah veng terbentuk ssat in merupakan endapan
lumpur vang mengeras dan bukan tanah sungguban, sehingga Pulaw Siberut rentan
terhadap erosi. Dan unsur bara tanah tersimpan dalam biomasi hutan yang difunjukan
dengan  banyaknya pchon berdizmeter besar Sehingga hilangnya pohon besar akan

* Konflik kepentingan Pemdn dengan piliak TS digambarkan dilam pusdangan omum Kepaln Dinos
Kehutanan Bab.Eep mentawai Ir. Samue! Pangabean dalam seminar sehart “Peambangunan Sibzml”
! Laparan Final CIL(2001). kal. 7,
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menvebabkan scmakin miskinnys zal hara yang mengakibatkan pemiskinan kesuburan
tanah

Alasan kepentingan ini telab membentuk suatu koalisi kepentingan yaniz pro
konservasi alam Aktor yang paling berperan sebenarnya adalah LM Inlermasional dan
Wasional vaity Unesca, CI1 dan LIPL Namun pibak vang pro kenservas dan lingkungan
yang paling ditonjolkan dalam kenflik adalah Balai Taman Nasional Sikerut dan L5M
jokal seperti Yayasan Citra Mandiri (YCM), Walhi Sumbar, AMA-FM { Aliznst
Masyarakat Adat Peduli Mentawai). Pihak vang masuk dalam LM lokal imi adalah
masyarakat Jokal vang tidak memiliki lahan hatan dalam kawasan TINS dan fidak
mempunyai penzaruh dan koneksi politik di tengah masyarakat pemiliki kawasan hutan
secars adal dalam kawasan TNS, namun tahun 2004 mereka telah memiliki koneksi
politik di pemerintahan bahkan telah masuk dan berperan & jaringan kekuasaan
Pemerintahan Mentawai khususnya di DPRD.

Conservation  of  Diternatiomel-ldonesia (CIT) memilikl niat yang baik
mendapatkan konsesi kenservasi mencaplok areal Hutan Produksi yang sudah di caplek
HPH dan IPK agar tidak ada lagi chploitasi hutan yang mengancam kekayaan alam
Siberut, CII berniat untuk melestarikan sumber daya hutan sekaligus memberikan
kompensasi yang terarah uptuk membangun masyarakal Siherut. Konsep konservas)
lersebut di dasarkan pada kepentingan global yaitu pemtingnya paru-paru dunia dari
hutan tropis untuk mengatasi global warning, Disamping o, Siberut yang kaya dengan
sumber daya hayati dan spesifis endemik yang tinggs penting bag konservas: untuk
kepentingan penelitian, pendidikan parawisata dan rekreasi

Kepentingan TNS terhadap keberadaan Cagar Biosfer dan konsesi konser VRE
untuk majunya TMS. Dengan adanya Cagar Biosfer Siberut dan konsesi konservasi di
Pulau Siberut maka akan adanya kerja sama dalam pembangunan konservasi yang pasti
akan memperkuat dan memajukan TNS. Sementara kepentingan mendasar bagi LSM
Lokal vaitu adanya proyek yang melibatkan mereka dengan keberadaan program
konservasi dari LSM Internasional. Maka dari itu mereks ingin tidak ada penenbangan
dan mendukung perjuangan untuk adenya konsesi konservasi dari CLI dan program
Lonservasi dalam Cagar Biospher Siberut yang dikelolah oleh UNESCO.

1.3. Masyarakat Sthakkar Porak (Tuan Tanah)

Masyarakat sthakbal porak merupakan kelompok masyarakat yang menjadi fuan
stau pemilik tanah ataw hutan secars adat seperti yang telah digambarkan dalam bab
sehelumnya Sebagaimana vang telab dijelaskan sebelumnya, masyarakal sibakket
porak  memiliki alasan kepentingan menclak TNS, Pertamea alasan idenlogis lokal,
dimang secara adat hutan tersebut berada dalam status kepemilikan porak sigaba fefen
vakni tanah atau hutan lelubur mereka yang sudah secara tumin-temurn dimanfaatkan
eecara adet. Dalam status i, masvarakal sihakkor porak akan tidak menghormati dan
tidak mengharzal leluhur (feter) mereka bila tanah atau hutan tersebut telsh dikuasa
aleh pihak lain Dalam prosedur adat pemanfaatan hutan atau tanah dalam status itu,
harus mendapatkan kesepakatan anggota suku dan keputusan Cek Sukw scbelum
dimanfaatkan. Bila terjadi pemanfaatan sebelum adannya kesepakatan subu, maka pihak
pelaku akan mendapatkan fidon (sanksi) yang ditetntukan sendiri oleh suku sibakdal
porak. Bila perkera tersebut tidek selesal maka jalan terakhir akan melalui proses nppak
sasa (seperti vang telah digambarkan juga dalam bab sebelumnya), Dalam figpriek seeser
maka pihak yang bersalah akan mergalami kematian secara mistis.
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Pads dasarnva sistem pemanfzatan hutan atau tanah tidak mengenal adanya
pengalihan kepemilikan secara mutlak di Mentawal, maka sistem yang berlaku adalah
imbalan hubungan kekeluargaan, Pihak vang memanfaatkan tanah atau hulan dalam
porak sigaba feten suaty suku sebakbar porak sebagal imbalannya pihak tersebut harus
menjaga hubungan harmonis dan saling menelong dengan stherkket porak. Jika pihak
tersehut gagal menjaga hubungan harmonis dan saling menelong dengan sihakkar
porak, maka tanah atau hutan akan dapat diambil alib kembali oleh sthakken porak
biarpun telah ditumbuhi tanaman produksi di dalamnya. Dan dalam status meraka
sihakkar porak fulah meletakan mereka merupakan  bagian masvarakat  yang
berpenuarubi  Dan pengaruh mereka ini juga menyebablkan meluasnya penolakan
masyarakat terhadap TNS, Dalam landasan ideologis lokal inilah | maka masyarakat
memandang TNS telah melakukan perampasan tanah atau hutan mereka. Pandangan g
juga telah ada sejak TNS ditetapkan Orde Baru dan juga sebelumnya telzh ada sejak
adanya eksploitasi komersial skala besar puncaknya tabun 1971 Namun tertutupnya
maang publik dan kuatmya negara serta helum adenya fektor lain yang mendorong
masyarakat kual mempertabankan kepemilikan mereka, menyebabkan mereka tidak
dapat herbuat apa-apa.

Masyarakat sibekkat porak dalam konflik inl sebenarnya merupakan kelompok
aktor yang menjadi objek pertarungan kepentingan, dimana dua kepentingan yaitu
kelompok cksploitasi komersial dan konservast alam berupaya mendapatkan dukungan
dari masyarakat Kelompok aktor vang tdak dapat mengakar di tengah masyvarakat
dalam pertarungan terschul maka kepentingannya akan berhadapan dengan kepentingan
masyarakat s bakikar porak.

Ketika Pemda dan bersama Ankobela vang dipekerjakan perusabazn menjamin
keamanan dan kelancaran operasional perusahaan di lapangan, sejak it perusahaan
memberikan kompensasi kepada masyarakat atas hilangnya akses masyarakat sibekken
porak atas hutan dalam hubungan kesepakatan tertulis. Pandangan masyarakat terhadap
perusahaan 1PK dan HPH yang membaik dan dirasakan memberikan kontribust telzh
memperkuat alasan ideologi lokal untuk menolak TNS. Maka kedua, alasan kepentingan
ckonomis  yaitu alasan  kepentingan vang diakibatkan meningkatnya  kesadaran
masvarakal lerhadap nilai lahan (porak) dari kompansasi perusahan sehingga
mendorong  adanya tumtstan kepentingan yang sama terhadap keberadaan TNS.
Perkembangan landasan kepentingan masyarakat sibakfaf porak tersebut seiring dengan
meluasnya konflik ke berbagai bidang hingga ke politik, dimana kebijakan pengelolaan
hutan tersebut berlangsung dalam proses politik dan konsekuensinya berlangsung dalam
masvarakat.
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BAB IV
PENUTUF

1. Kesimpulan

Konflik kepentingan negara dan masyarakat Sibakkal Perak atas hutan dalam
area] TNS di Bojakan dan pada umumnya Siberut disebabkan olek inkonsistenst
kebijakan negara (baca Pemerintah Pusat Orde Baru} dalam rangks mengatasi krisis
sl dimensional. Dimana inkonsistensi kebijakan negara tersebut telah melahirkan
dugz kepentingan, baik dikalangan agen negara (pengeloleh TNS dan dinas Kehutanan )
maupun dikalangan elit politik lokal dan masyarakat vaitu pro eksploitasi komersial dan
konervasi alam terhadap Pulau Siberut.

Pertarungan aktor dan interaksi kepentingan pada dasarnya di awali dengan
inkonsistensi kebijakan negara terhadap pengurusan hutan di Pulau Siberut. Kehijakan
sentralistit negara (Pemerintah Pusat) terhadap penetapan TNS untuk mendukung
Cagar Biosfer Siberut yang dikelolah oleh Unesco untuk memudahkan Indonesia
herhutang  (mendapatkan  pinjaman  luar  negeri) telab menciptekan  kelompaok
konservasionis yang dulunya direkrut untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan itw Dan
ketika adanya pembukaan konsesi HPH untuk membayar hutang negara, CII juga
menginginkan adanys konsesi konservasi dalam rangka mendukung cagar Biosfer
Siberut dan TNS, Karena sesala tindakan perlindungan dan penyelamatan Siberut dalam
nama TS wamg memiliki hukem oleh LSM Internasional, nasional dan lokal
menyebabkan pihak pro eksploitasi komersial menganggap babwa sezala tindakan
konservasionis merupakan kepentingan TNS untuk memperluas kawasan / areal
mencakup selurub Pulau Siberut.  Peranan Pemda Mentawal yang sangat menonjol
terhadap keberadaan perusahsan telzh meningkatkan dubungan masyarakat terhadap
perusahaan, Sementara hambatan LSM kenservasionis terhadap keberadean perusahaan
justr telah memicy buruknya bubungan Pemda dan TINS, akibatnya semakin meningkat
dan meluasnva penolakan masyarakat terhadap keberadaan THNS.

Katesort aktor dan kepentingan yang bermain dalam konflik kepenlingan negara
dan masyarakal sibakkal porak atas bulan dalam arcel TNS melibatkan Pemda
Mentawat (Bupati dan Dinas Kebuotanan / agen negara di dacrah) Leralianst dengan
perusahaan logging dan “mafia kayw” untuk kepentingan PAD dan fee dalam birokrasi
vang buruk, mendukung ckploitasi komersial. Sementara Balai Taman Nasional Siberut
{amen nezara di pusat) dan LSM lokal serta elit politik (sehagian anpgota DPRD)
mendukung konsesi konservasi CIT di Pulau Siberut. Pihak aktor yang pro eksploitasi
komersial menginginkan adanys konsesi HPH dan 1PK di Pulau Siberut di sekitar THS,
Sementara pihak pro konservasi alam berkeinginan penghentian eksploitasi komersial
dalam konsesi HPH den IPK dan diganti dengan konsesi konservasi vang dikelolah oleh
CIl dan Cagar Biosfer oleh Unesco, Kepentingan mendasar bagl pihak konservasions
Internasional adalzh schagai paru-paru dunia, sementara bagi konservasionis lokal di
samping itu, dengan adanya konsest konservasi dan Cagar Biosfer maka zkan adanya
provek yang melibatkan mereka Dan sementara masyarakat telah menjadi abjek dan
pada pertarungan kepentingan eksploitasi kamersial dan konservasi alam, dimana duz
kelompok tersebut bertarung untuk  mendapatkan  dukungan  kepentingan  dari
masyarakat.

Pertzrumgan aktar dan interaksi kepentingan terscbul secara vuridis memiliki
landasan yang sama kuat yaitu sama-sama dar kebijakan pemerintah pusat juga
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memiliki dasar hukum vang sama Mamun secara politik, kepentingan konservasi sulit
untuk di dukung oleh Pemda Mentawai, dimana kepentingan eksploitasi komersial
dapat memberikan pasokan FAD- dan terdapat peluany besar bagi pejabat untuk
mendapatkan “uang saku” melalui birckrasi yang buruk. Disamping itu kebijakan
pemerintah pusat dalam eksistensi TNS tidek menepaskan untuk adanya koordinasi
kebijakan dengan Pemda. Dalam landasan yuridis itu sebenarnya tidak perlu terciplanya
konflik kepentingan sampai adanya penolakan masyaraket siheakkat porak terhadap
keberadaan TNS.

Pertarungan aklor tampak berlangsung dan menjadi sumber konflik internal dan
eksternal TNS vyang berhadapan dengan masyarakal sibakkad porat dan telzh
menyehabkan terjadinys penyempitan areal TNS. Keberadaan perusahaan ITPH dan IPK
telah membuat masvarakat untek menolak TMS agar hutarvtanah (porak) mereka dalam
areal TNS dapat di oleh oleh perusahaan Hal ini terjadi akibat dan dua fakror yaiu
faktor sumber kenflik internal TNS dan faktor sumber konflik eksternal.

Faktor sumber konflik internal vaitu buruknya kinerja TNS. buruknya kinerja
TNS tampa pada kurang optimalnya sosialisasi TNS kemudian di perburuk lagi dengan
ridak eksisnya program TNS di lapangan dan di tengah masyarakat sejak berhentinyz
program PEKAT yang didanai oleh Avian Develapment Bank sehingga sosialisasi TS
Hidak berkesinambungan Kemudian akibainya tata batas yang tidak jelas telah menjadi
persoalan dan menyebabkan terjadinya penyempitan arezl THNS,

Fakror internal TS ini menjadi sumber konflik, pada dasarmya akibat dan
Faktor cksternal TWS yaitu adanya peruszhaan HPH dan [PK yang memberikan
kompensasi kepada masyarakat sthakkal porak. Pemberian kompensasi oleh perusahaan
lopging dan peranan Ankobela kepada masyarakal  sangat berpengaruh bagt struktur
sosial politik ckonomi masyarakat sibakkar porak Pemberian kompensasi telah
meningkatkan kesadaran masyarakat sibokiaf parak terhadap tingginya nilai produkeif
hutanftanah (porak) schingga semakin kuatnya kepemilikan masyarakat sthakkar porcs
atas hutan dalam areal TNS Peranan Ankobela terbadap setiap penyelesaian konflik
antara masvarakat dan perusahaan telab mendorong masvarakar sihakkal porak atas
hutari datam areal TNS menolak keberadaan TNS agar porak mereka dapat dialah
perusahaan logging dan adanya pembangunan jalan lintas antar desa.

Di samping i zdanya kepentingan untuk PAD dan “uang saku" bagi Pemda dan
pejabat telab memudahkan adanya hubungan yang baik dengan perusahaan logging,
Dalam hubungan yang sangal romantis i, Pemda tidak memberikan pengayoman dan
pengarahan kepada masyarakatnya. Sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan
rendah. lelah meningagalkan sektor pendapatan chonomi tetap yang bersifal non kayu
dan tergantung pada pendapatan ekenom dari perusahaan logging, Dengan buruknya
kinerja TNS dan pengar:h keberadaan perusahaan ini telah menyebabkan masyarakat
menelak TNS di Siberut Utara

Y, Saran

| Pembaharusn ztau reformasi TNS di tengah masyarakat penting uniuk
memperbaiki citra buruk masa lalu TNS melalui proaram yvang lebih menyentuh
dan melibatkan masyarakat serta terasa memberikan kontribusi ekonomis. Hal
yang mendasar yang harus diperhatikan aleh THS dan pihak konservasioms juga
pemerintah  daerah, bahwa masyarakal sedang  mengalami  peningkatan
partisipasi polittk,  Strukiur tradisional telah mengalami adaptasi modern
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sehingaa perle menyesuaikan strulktur sosial, ekanomi dan pelitik masyarakat
dewsasa ini dalam setiap membuoat kebijakan:

Sosialisasi pembahamian TNS it juga harus mampu mendapatkan kerjz sama
dari Pemerintakan Daerah (Pemda dan DPRD) Mentawal karena masyvarakat
adalah milik Pemda dan diwakili secara politik oleh DPRD Mentawa,
Penutupan 1PK sudah cukup memberikan harapan kepada program konservas)
bagi pihak LSM Internasional, dimana eksploitasi hutan oleh perusahaan IPK
tclail berakhir dan sckarang hanya perusahsan HPH KAM yang sedang
beroperasi. Kesempatan ini harus dimanfagtkan untuk meningkatnya kesadaran
lingkungan di fengah masyarakat dan meningkatnya dukungan masyarakit
Whususnya sibakkar porak terhadap program konservasi, dimana masyarakat di
cekitar lokasl bekas IPKE sedang mengalami transisi prientasi pendapatan
ckonomi dan pengarub keberadaan perusahasn IPE wvang menjadi sumber
Lonflik telah berkurang, Namun kompensasi kepada masyarakat sangal penting
dalam bentuk pemberdayaan ekonomi nyata dan ramalh lingkungan  agar
meningkalnva partisipasi masyarakat dalam program konservas,

Tatz batas TNS harus tetap diperielas dengan melakukan investigasi dilapangan
demgan melibatkan tokoh masyarakat (sikebhikal laggai) dan tuan tanah
(sibekkat porak). Dan hasilnya hams disosialisasikan kepada pemerintah daerah
dar masvarakat luas serta pibak terkait lainnya,

Peningkatan SDM Mentawal penting untuk berkembangnyz kesadaran di tengah
masyarakat terhadap pembangunan berkelanjulan secara konsisten. Hal int bisa
dilakukan melalui pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa, karena
secara  politik posisi mahasiswa di Mentawal sangal menentukan  dan
mempengaruhi sikap dan tindakan masyarakat. Hal ini telah disadari oleh elit
politis  lokal  baik dalam  pemilihan lesislatif, suksesi program dan
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan keberadaan mahasiswa dalam
suksesi implementasi konsesi konservasi maka akan meningkatkan dukungzan
magvarakat dan Pemda Mentawai dan Tkt mempengaruhi  pandangan
Pemerintah Pusat pentingnva konsesi konservasi di Pulau Siberut.

Pembuatan jalan lintas antar desa dan kecamatan harus tetap dilakukan dengan
meminimalisit ganeeuan ekologis bahkan tanpe adanya penebangan kayu di luar
TNS apa lagi di areal TNS. Hal ini hanya akan teraujud bila LSM intermasional
bersama Pemda Mentawsi bekerja sama dengan baik, Dengan demikian kesan
program konservasi yang lebih memperhalikan monyet ketimbang manusia dan
kesan TNS penghambat pembangunan akan hilang di tengah masyarakal
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